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BAB V 

PENUTUP 

KESIMPULAN  

Kedudukan ahli waris dalam gugatan penggantian kerugian negara pada 

tindak pidana korupsi terdapat beberapa perspektif, yaitu di tinjau dari pertimbangan 

hakim, perspektif hukum perseroan tentang tanggung jawab direksi, dan perspektif 

hukum perdata tentang system kewarisan. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam 

putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK . berdasarkan pasal 34 undang undang 

nomor. 31 tahun 1999 jo undang uundang no.20 tahun 2001 tentang pemeberantasan 

tindak pidana korupsi, maka gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dapat 

diajukan kepada ahli warisnya. Hal ini sudah tepat mengingat hal ini sejalan dengan 

undang undang hukum positif Indonesia. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kedudukan ahli waris dalam gugatan 

ini adalah sah sebagai tergugat. Mengingat bahwa alm. Yusuf Setiawan melakuan 

perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan undang undang perseroan. 

Maka dari itu alm. Yusuf Setiawan bertanggung jawab secara pribadi.  

Berdasarkan dari beberapa perspektif hukum, yang salah satunya tentang 

system hukum kewarisan,  bahwa pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum 

adalah salah satunya penggantian kerugian pihak yang dirugikan. Konsep kerugian 

tersebut mempunyai persamaan dengan hutang dalam hukum perdata,dimana menjadi 

tanggung jawab, atau kewajiban bagi si berhutang untuk membayarnya, ketika 
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seseorang yang berhutang tersebut meninggal dunia, sebelum melunasi 

kewajibannya, maka ahli warislah yang bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. 

SARAN 

 Perlunya melihat dari beberapa aspek hukum dalam memutus suatu perkara 

dalam hal ini mengenai kedudukan ahli waris terhadap gugatan penggantian kerugian 

negara pada kasus alm. Yusuf Setiawan, yaitu pada aspek hukum perseroan terbatas, 

hukum perdata mengenai sistem hukum kewarisan, hukum pidana, sehingga majelis 

hakim dalam memutus perkara pandangan hukum yang luas. Jadi majelis hakim tidak 

melihat dari satu sisi perspektif hukum saja dalam menerapkan putusan perkara, 

melainkan ada perspektif lainnya yang dapat dicermati oleh hakim dalam memutus 

perkara pengantian kerugian negara pada kasus korupsi yang terjadi di PT. Mobilindo 

Setiajaya dengan terdakwa alm. Yusuf Setiawan yang meninggal dunia, hal ini 

penting karena sebelum meninggal alm. Yusuf Setiawan menjalankan untuk dan atas 

nama Perseroan.  


